BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSIT JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4t TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dalam rangka mempercepat  pelaksanaan
pembangunan pada kawasan strategis sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 - 2032, perlu ditetapkan
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten
Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ' (Lembaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia| Nomor
4444),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran |Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pgnataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang| Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009| Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059); ) '

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009| Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran [Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |Nomor
3838);
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Eksosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2011 tentang Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN
STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN

TEMANGGUNG.
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Wilayah Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Temanggung.
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Bupati adalah Bupati Temanggung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi
dengan peraturan zonasi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari
wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi,
dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah
kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola
ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten,
arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. °

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disingkat KSCT
adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah dari sudut
kepentingan dan pertumbuhan ekonomi.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional. ¢

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya KSCT adalah dalam rangka memberikan
arahan dan acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
pada kawasan yang diarahkan agar kawasan tersebut mengalami
pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

(2) Tujuan ditetapkannya KSCT adalah :



a. Untuk mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan
sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan ketahanan nasional;

b. Untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan antara
lingkungan dan sebaran kegiatan

c. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas
pengembangan dan pengelolaan ruang;

d. Untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan
antara bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong
otonomi daerah;

e. Untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah
serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup KSCT yang diatur melalui Peraturan Bupati ini meliputi:
a. KSCT dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. KSCT dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan
c. KSCT dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB IV
PENETAPAN KSCT

Pasal 4

(1) Bagian wilayah Kabupaten yang ditetapkan menjadi KSCT dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah :

a. Kawasan Perkotaan Temanggung, Kawasan Perkotaan Parakan dan
Kawasan sepanjang koridor jalan kolektor primer yang melewatl
Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;

.Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pringsurat dan
Kecamatan Kranggan;

. Kawasan Koridor Patrakan-Ngadirejo;

. Kawasan Koridor Soropadan-Pingit;

. Kawasan Agropolitan Kledung;
Kawasan Agropolitan Pringsurat;

. Kawasan Agropolitan Gemawang;

. Kawasan Agropolitan Selopampang, dan
Kawasan Minapolitan Parakan.

o
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(2) Bagian wilayah Kabupaten yang ditetapkan menjadi KSCT dari sudut
kepentingan sosial dan buadaya adalah :
a. Kawasan Candi Pringapus;
b. Kawasan Candi Gondosuli; dan
-c. Kawasan Situs Liyangan.




| (3) Bagian wilayah Kabupaten yang ditetapkan menjadi KSCT dari sudut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah :
a. Kawasan Sindoro-Sumbing-Prau;
b. Kawasan DAS Progo; dan
c. kawasan DAS Bodri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Segala ketentuan tentang Kawasan Strategis sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Bupati ini, tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2012-2032.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(' Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan dalam
Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

. Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal , 27 Oktober 2014

SEKDA ﬁ BUPATI TEMANGGUNG,

ASISTEN
/. ALl _dz'.;/ /
; KABh-G/HUKUM T

M.BAMBANG SUKARNO 2

Diundangkan di Temanggung
,‘:’ pada tanggal,=27 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 NOMOR 41
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